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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

Umum.

Dalam rangka membangun postur pertahanan negara dengan
konsep Triple Helix, diperlukan penguatan masing-masing peran
baik dari pemerintah, akademisi dan industri, serta terciptanya
sinergi antara ketiga elemen tersebut. Agar pemerintah mampu
melakukan perannya sebagai regulator, universitas sebagai pencipta
invensi dan industri sebagai pengembang inovasi, serta terwujudnya
mekanisme hubungan kerja dari ketiga elemen tersebut secara
optimal, dibutuhkan landasan hukum dan aturan sebagai
pedomannya. Dengan payung hukum tersebut diharapkan konsep
Triple Helix sebagai suatu konsep dapat diimplementasikan sesuai
dengan sasaran yang diinginkan. Oleh karenanya dalam bab ini,
penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka yang relevan
sebagai pedoman penulisan, yang nantinya akan digunakan sebagai
instrument analisis pada bab pembahasan, diantaranya; Paradigma
Nasional, Peraturan Perundang-undangan, Data dan Fakta,
Kerangka Teoritis, Perkembangan Lingkungan Strategis dan Studi
Kepustakaan.

Paradigma Nasional.
a. Pancasila sebagai Landasan Idiil.

Pada hakikatnya Pancasila mencerminkan nilai
keseimbangan, keserasian, keselarasan, -persatuan dan
kesatuan kekeluargaan kebersamaan dan kearifan dalam
membina kehidupan nasional. Pancasila merupakan sumber
motivasi bagi perjuangan seluruh bangsa Indonesia dalam
tekadnya untuk menata kehidupan di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia secara berdaulat dan mandiri. Pancasila
sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara
mempunyai  kekuatan hukum yang mengikat para
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penyelenggara negara, para pimpinan pemerintahan dan
seluruh rakyat Indonesia.” Oleh karena itu Pancasila harus
melandasi pemerintah dalam membangun postur pertahanan
negara yang mampu menghadapi hegemoni dunia baru
dalam geopolitik Asia-Pasifik.

b. UUD Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
sebagai Landasan Konstitusional.

“UUD Negara Rl 1945 merupakan hukum dasar tertulis
Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalamnya memuat
dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan
negara. Pada pembukaan UUD NRI 1945 juga tertuang
prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara
yaitu Pancasila. Sementara itu pada alinea [l diamanatkan
tentang cifa-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu : “Merdeka,
Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur’. Perwujudan cita-cita
nasional tersebut ditempuh meialui satu tujuan nasional yaitu:
“Tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945”2
Selanjutnya di dalam UUD NRI 1945 pasal 30 disebutkan
bahwa tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha
pembelaan negara yang syarat-syaratnya diatur dari undang-
undang di atas, oleh karena itu diperlukan suatu keterpaduan
antar komponen bangsa terutama pemerintah, akademisi dan
pebisnis untuk menjadikan pertahanan negara yang kuat dan
terintegrasi dengan baik”.>

(o3 Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.

Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan
dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa
Indonesia tentang din dan lingkungannya, yang dikenal
dengan istlah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan

! Pancasila (butir-butir yang terkandung di dalam Pancasila).

2 Pembukaan Undang-undehg Dasar Negara Republik Indinesia 1945 (Pancasila dan
alinea Il), Diunduh tanggal 21 Mei 2019.

3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonsia 1945, pasal 30. Diunduh tanggal 21
Mei 2019,
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Nasional Indonesia dan diberi nama Wawasan Nusantara,
disingkat “Wasantara.” pengertian-pengertian seperti diatas,
pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran
dasar Wawasan Nusantara ialah Wawasan Nusantara
sebagai Geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang
serba beragam dan bernilai strategis dengan mengufamakan
persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta
menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan
nasional untuk mencapai tujuan nasional? Kondisi wilayah
nusantara yang merupakan suatu bentuk kepulauan yang
dipersatukan oleh laut-laut diantaranya, merupakan tantangan
tersendiri bagi para pemangku kebijakan untuk dapat
mewujudkan stabilitas nasional terutama dalam menciptakan
pembangunan negara dalam bidang pertahanan negara
meliputi modernisasi Alutsista, profesional prajurit dan gelar
kekuatan TNI serta kemandirian industri pertahanan negara.
Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional.

Ketahanan Nasional ditinjau dari perspektif strategi,
adalah bahwa mempertahankan kelangsungan hidup setiap
negara merupakan hal utama. Ancaman yang dihadapi suatu
negara akan berbeda dengan negara lainnya, sehingga
strategi yang digunakan oleh setiap negara akan berbeda
pula. Strategi militer Indonesia dalam hal ini menganut
strategi Defensif Aktif dengan upaya pencegahan sebagai
prioritas. Keberadaan kondisi ketahanan' nasional yang
tangguh merupakan hal mutlak untuk mewujudkan tujuan
nasional yang telah ditetapkan dengan menjaga postur
pertahanan negara seideal mungkin, sehingga mampu
menghadapi hegemoni kekuatan negara-negara besar di
kawasan yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan
wilayah NKRI serta keselamatan bangsa dan negara.

4 Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
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" Peraturan Perundangan-undangan.

a.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara.

Dalam pasal 1 ayat (2) tentang ketentuan umum
difelaskan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem
pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya,
serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan
diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut
untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.’ Oleh
karena itu, keikutsertaan seluruh komponen bangsa tersebut
juga termasuk di dalamnya unsur-unsur pemerintah,
akademisi industri sebagai bagian dari elemen Triple Helix
dalam membangun postur pertahanan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTER).

Pada pasal 4 disebutkan bahwa Sistem Nasional
Penelitian, = Pengembangan, dan Penerapan Ilimu
Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya
dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan
mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan
daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan
kepentingan negara dalam pergaulan internasional (Ristek
Dikti : 2019). Disini jelas bahwa keterlibatan pemerintah,
akademisi/universitas dan industri sangat erat kaitannya,
konsep Triple Helix menjadi penting untuk diimplementasikan
guna pembangunan kekuatan pertahanan.

s Setkab Republik Indonesia. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169
Beserta Tambahannya, diunduh tanggal 17 Mei 2019.
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o Undang-Undang Nomor 34 tentang Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sesuai dengan pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa
postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari
postur pertahanan Negara untuk mengatasi setiap ancaman
militer dan ancaman bersenjata. Lebih lanjut dijelaskan pada
ayat (2), bahwa postur TNI dibangun dan dipersiapkan sesuai
dengan kebijakan pertahanan negara. Dari penjelasan kedua
ayat tersebut jelas bahwa postur TNl menjadi bagian dari
postur pertahanan negara. Oleh karenanya TNI sebagai
bagian dari pemerintah sekaligus sebagai pengguna (end
user) alat utama sistem senjata (alutsista), harus terlibat
langsung dan mendukung implementasi dari konsep Trple
Helix pembangunan postur pertahanan Negara. TNI harus
memberikan masukkan tentang macam/jenis alutsista sesuai
karakteristik yang dibutuhkan di lapangan dihadapkan
ancaman yang akan dihadapi.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2015.

Arah pembangunan jangka panjang pada aspek
pertahanan dan keamanan sesuai RPJPN diantaranya; 1)
Peningkatan alutsista masing-masing angkatan secara
bertahap sejalan kemampuan anggaran negara dan spektrum
ancaman terhadap kedaulatan negara.® Peningkatan alutsista
dengan mengoptimalkan produksi nasional, dan mengurangi
ketergantungan  kepada produk luar negeri. 2)
Pengembangan industri pertahanan dalam negeri didorong
bekerjasama dengan industri kecil dan menengah.
Kemampuan industri pertahanan dalam negeri secara
bertahap ditingkatkan agar mampu memproduksi alutsista

k

® Kementerian PPN/Bappenas, (tanpa tahun). “Visi dan Arah Pembangunan Jangka
Panjang (PJP) Tahun 2005 — 2025", diunduh tanggal 17 Mei 2019.
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berteknologi tinggi dan maju.” Untuk mewujudkan arah
pembangunan aspek pertahanan dan keamanan, dibutuhkan
dukungan industri pertahanan, yang ditopang oleh lembaga
Litbang serta stake holder lainnya.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pada pasal 5 huruf d. Terwujudnya Pengabdian
kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian
yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dimaksud dengan
karya penelitian sesuai dengan penjelasan Undang-undang
tersebut, bahwa karya penelitian antara lain berupa invensi
dan inovasi dalam limu Pengetahuan dan Teknologi yang
mampu meningkakan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang
maju. Pada Bab |, bagian kesepuluh, pasal 46 ayat (1) huruf
d. bahwa hasil penelitian bermanfaat untuk memenuhi
kebutuhan strategis pembangunan nasional. Dari kedua pasal
yang telah diulas di atas, jelas bahwa peran universitas
sebagai kalangan akademisi adalah melakukan penelitian
demi kemajuan serta untuk memenuhi kebutuhan strategis
pembangunan. Dalam konsep Triple Helix, diharapkan
universitas menjadi institusi yang mampu melakukan
penelitian dasar (basic research) yang melahirkan invensi.
Invensi sebagai suatu hasil penciptaan atau rancangan baru
(prototype) yang belum ada sebelumnya, selanjutnya dapat
dijadikan sebagai bahan pengembangan inovasi di bidang
pertahanan.

Undang-undang Republik Iindonesia Nomor 16 Tahun
2012 Tentang Industri Pertahanan.

Di dalam pasal 3 diterangkan bahwa penyelenggaraan
industri pertahanan bertujuan: 1) Mewujudkan industri
pertahanaﬁ yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan

7Ibid.
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inovatif, 2) Mewujudkan kemandirian pemenuhan alat
peralatan pertahanan dan keamanan; dan 3) Meningkatkan
kemampuan memproduksi alat peralatan pertahanan dan
keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam
rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan
yang andal (Ditjen PP : 2019). Keberhasilan penyelenggaraan
Industri pertahanan sangat memerlukan dukungan berbagai
komponen bangsa. Pemerintah dalam hal ini KKIP,
universitas, lembaga riset/litbang, industri pendukung (BUMN/
BUMS), serta masyarakat, guna mewujudkan industri
pertahanan yang mandiri dan berdaya saing.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 RPJMN 2015-2019.

Agenda pembangunan nasional sesuai dalam RPJMN
pada aspek pertahanan, difokuskan pada; 1) Penguatan
sistem pertahanan, yaitu peningkatan kapasitas pertahanan
dengan memenuhi kebutuhan alutsista, peningkatan
kesejahteraan  prajurit, dan peningkatan anggaran
pertahanan hingga mengarah 1,5% dari PDB. Pembangunan
kekuatan pertahanan tidak sekedar memenuhi kekuatan
minimal (Minimum Essential Force/MEF), tetapi membangun
TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di
kawasan Asia Timur.? 2) Pembangunan Industri Pertahanan
Nasional, untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Dengan
arah kebijakan a) Meningkatkan kontribusi industri
pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan Alutsita TNI;
b) Meningkatkan kontribusi Litbang Pertahanan dalam
menciptakan prototipe Alpalhan TNI,® melalui peningkatan
kolaborasi  penelitan dan  pengembangan  serta
perekayasaan antara Lembaga Litbang Pemerintah,

¢ Kementerian PPN/Bapperias (2014). ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2015-2019", diunduh tanggal 18 Mei 2019.

 Kementerian PPN/Bappenas (2014). “Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2015-2019", diunduh tanggal 18 Mei 2019,



oH.
X—{ TANHANA'
> L

15

Perguruan Tinggi serta Industri.'® Penerapan Konsep Triple
Helix dalam agenda pembangunan pertahanan, diharapkan
akan mampu mendorong tercapainya sasaran yang ingin
dicapai.

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2015 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Pembangunan postur pertahanan Negara
dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar.
Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan untuk
memenuhi kekuatan pokok minimum (minimum essential
force).'" Pembangunan industri pertahanan dilakukan untuk
mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan
berdaya saing. Kemandirian pertahanan negara diwujudkan
melalui pengembangan industri pertahanan nasional dan
diversifikasi kerja sama pertahanan serta peningkatan
kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan.'?
Untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri,
industri pertahanan dilibatkan melalui imbal dagang dan/atau
alih teknologi dan/atau ofset dan/atau kandungan lokal.
(Kementerian Pertahanan : 2019). Pembangunan postur
pertahanan memerlukan komitmen pemerintah melalui
kebijakan umum (MEF), memberdayakan industri pertahanan
serta harus didukung stake holder lainnya, termasuk
universitas, lembaga riset/litbang.

i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117
Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT)

Di dalam pasal 22, dijelaskan bahwa tugas Bidang
Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, adalah:

10 Herry Darwanto, (tanpa tahun). “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Bidang Pertahanan’, diundut! tanggal 18 Mei 2019.

"' Lembaran Negara Republik Indonesia (2015). Pertahanan Negara. 2015-2019
Kebijakan Umum, diunduh tanggal 15 Mei 2019

2 |bid
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1) Penyusunan kebijaksanaan program; 2) Koordinasi; 3)
Pelayanan teknis kepada instansi pemerintah dan swasta; 4)
Pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi di
bidang proses dan rekayasa, alat dan mesin industri, industri
Hankam dan transportasi.’® Untuk menjamin keberhasilan
pembangunan postur pertahanan, BPPT harus melakukan
koordinasi dengan berbagai elemen, yang terkait dengan riset
teknologi baik dengan kalangan industri, swasta, universitas
serta pihak lainnya, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

9. Data dan Fakta.

Dalam proses pembangunan postur pertahanan negara,
pemerintah bersama-sama dengan pemangku Kepentingan (stake
holder) lainnya, bekerjasama sesuai peran, tugas dan fungsi dari
masing-masing institusi yang terlibat. Penguatan peran, tugas dan
fungsi dari tiap-tiap institusi akan sangat menetukan keberhasilan
pembangunan. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga tengah
mengalami persoalan terkait kinerja institusi serta sinerginya. Dalam
konteks konsep Triple Helix, berikut akan dijelaskan peran dari
ketiga institusi (pemerintah, industri dan universitas/lembaga riset)
dalam pembangunan postur pertahanan.

1) Peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam
pembangunan postur pertahanan negara.

a) Kebijakan anggaran pertahanan. Pemerintah belum
serius dalam memberikan porsi anggaran untuk bidang
pertahanan. Salah satu permasalahan dalam
pembangunan pertahanan adalah belum terpenuhinya
dukungan anggaran pertahanan yang sesuai dengan
kebutuhan bila dihadapkan kepada kemungkinan
ancaman yang dihadapi. Hal ini terlihat dari belum
setaranya besaran anggaran pertahanan jika

L

'3 Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 117 Tahun 1998 (117/1998)
tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, tanggal 4 Agustus 1998. Diunduh
tanggal 18 Mei 2019.
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dibandingkan dengan negara-negara di kawasan.
Untuk menata postur pertahanan yang ideal,
tampaknya Indonesia perlu mengkaji ulang masalah
kebijakan anggaran pertahanan.

Pada Tahun 2019, Kemhan mengajukan Rp.
215 T namun hanya disetujui sebesar Rp.108,36 T,
dibandingkan dengan Singapura yang luasnya tidak
lebih besar dari Jbukota Jakarta, anggaran
pertahanannya hingga mencapai 13,6 Miyar USD
pada tahun 2016.14

Begitupun untuk anggaran riset saaf ini hanya +
0.08 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),
sehingga belum mampu mendorong pengembangan
produk industri berbasis sains dan teknologi. Jika
dibandingkan dengan Malaysia, yang telah mencapai
1,13% dari PDB, dan Singapura sudah 2% dari PDB,
maka kita tertinggal jauh.'®

(Lampiran Tabel/Diagram 2.1 Data Anggaran
pertahanan Negara-negara Asean Terhadap PDB).

2) Kebijakan pembangunan kekuatan alutsista

(pencapaian MEF hingga tahun 2019). Sepuluh tahun
terakhir ini, pengadaan alutsista TNI dalam memenuhi
kebutuhan pokok minimum atau MEF, belum berjalan
seperti apa yang direncanakan. Pembangunan MEF
2015-2019 yang merupakan pembangunan tahap-il,
pencapaian MEF sampai akhir 2019 mencapai 63,37 %
dari target yang ingin dicapai sebesar 75,54%.°
(Lampiran_Tabel/Diagram 2.2 Capaian Fisik MEF
TNL

' Kristian Erdianto."Kemhan Usul Kenaikan Anggaran Pertahanan 2019 Naik Rp 1,10
Triliun, Diunduh tanggal 5 Mei 2018

'8 Hasan Sitorus, (tanpa tahuh). “Kebijakan Riset berbasis Triple Helix” diunduh tanggal 10
Juli 2019

8 Rakor Ditjen Kekuatan Pertahanan TA. 2019 Rabu, 6 Februari 2019, diunduh tanggal 10
Juli 2019
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Realitas ini menunjukan bahwa postur kekuatan
yang dimiliki oleh TNI masih jauh dari standar dan
belum memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia.
TNI-AU  mengalami kesulitan ketersediaan dan
kemampuan radar maupun pesawat tempur.
Penggantian pesawat tempur sergap F-5E/F Tiger
Il yang saat ini di Grounded. Namun pengantinya (Jet
Su-35 Super Flanker), sampai sekarang masih dalam
proses. TNI-AL tidak memiliki cukup armada untuk
mengamankan wilayah perairan Indonesia, meskipun
ada penggatian tiga unit kapal PKR (perusak kawal
rudal) hasil alih teknologi dari galangan kapal Belanda.
TNI-AL belum memiliki kapal kelas destroyer untuk
membentengi wilayah laut Indonesia.

Kelengkapan alutsista yang dimiliki TNI AD juga
masih banyak yang kurang. Seperti kendaraan APC
untuk mendukung validasi Yonif Mekanis, TNI AD
hanya mengandalkan Yonkav MBT, pengadaan Tank
medium, dan peremajaan tank ringan. Satuan
Penerbad, periu ada penambahan heli serang dan heli
angkut berat. Dari kondisi alutsista yang dimiliki TN/
seperti contoh di atas, terlihat bahwa kita masih
mengalami keterbatasan dalam pemenuhan alutsista
unfuk menunjang postur pertahanan negara.

(Lampiran __Tabel/Diagram 2.3 Data Alutsista

Indonesia). 1
Peran Industri Pertahanan dalam negeri (BUMN/ BUMS)

dalam pembangunan postur pertahanan negara. Kendala
umum yang dihadapi oleh Industri pertahanan baik BUMN
maupun BUMS dalam pemenuhan Alpalhankam adalah
masalah penguasaan teknologi, kualitas SDM, dukungan
anggaran ‘dan kemampuan produksi. Secara rinci kendala

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



1)

2)

3)

4)

3)
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Penguasaan teknologi. Dalam hal ini, ketersediaan
teknologi yang dikuasai oleh industri pertahanan
bukanlah yang dibutuhkan oleh pengguna atau dalam
artian belum sesuai dengan kebutuhan Alpalhankam.
Selain itu Litbang rekayasa belum berjalan dengan
maksimal.

Kualitas SDM. Permasalahan klasik yang ada adalah
kualitas SDM dari pengawak Industri Pertahanan itu
sendiri yang belum sesuai dengan kebutuhan,
kuantitas SDM yang belum mencukupi dan regenerasi
yang terlambat dengan jumlah yang terbatas.
Anggaran. Anggaran pertahanan yang sampai dengan
saat ini belum mampu mencapai kebutuhan Alutsista
akan berakibat pada Industri pertahanan itu sendiri.
Karena satu-satunya pasar dari Alutsista Indhan
buatan dalam negeri adalah TNI.

Kemampuan Indhan menciptakan teknologi. Kondisi
nyata yang terjadi saat ini bahwa pengembangan
teknologi pertahanan industri pertahanan utama (PT.
PINDAD, PT. PAL dan PT. DI), sebagian besar bukan
produk hasil riset kita, namun merupakan produk impor
teknologi dari negara lain, dan baru sebagai pemakai
saja (user). Dan kita belum mampu mengembangkan
industri berbasis riset dan inovasi.

Kemampuan Produksi. Sebagai contoh kebutuhan
Munisi MKK TNI sampai dengan saat ini belum mampu
dipenuhi oleh PT. Pindad karena kapasitas produksi
yang belum mencukupi. Menaikkan kapasitas produksi
tentunya membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
Sebagai BUMN, Indhan juga berpikir untuk mencari
Profit. Selain itu Kualitas produksi terkadang belum
marﬁpu memenuhi Spektek dari TNI. Sehingga karena



22

hambatan tersebut, TNl mendatangkan Alutsista
dari LN.

{(Lampiran Daftar 2.4 Ekspor Produk Pertahanan
Indonesia).

c. Peran Akademisi/Universitas dan Lembaga Litbang/Riset,

dalam mendukung pembangunan postur pertahanan Negara.

1)

2)

Akademisi/Universitas. Indonesia sedang menghadapi
perscalan serius terkait dengan hasil riset anak-anak
bangsa dan industri. Tidak adanya link and match
antara invensi hasil riset universitas dengan kebutuhan
industri, mengakibatkan hasil riset tidak bernilai
manfaat. Kecilnya anggaran dan keterbatasan alat
peralatan riset, menjadi salah satu penyebab kualitas
hasil riset yang beresikc gagal. Sehingga tingkat
kepercayaan dari dunia industri terhadap hasil riset
mahasiswa di perguruan tinggi menjadi rendah.

Peran pemerintah untuk mendorong adanya
komunikasi antara pelaku riset di universitas ke sektor
Industri belum banyak dilakukan. Banyak kegiatan
riset dihasilkan universitas dalam berbagai invensi dan
inovasi namun tidak banyak yang dimanfaatkan oleh
industri. Antara universitas dan industri terkesan jalan
sendiri-sendiri, tidak saling bersinggungan dan tidak
memberikan manfaat satu sama lain. Riset yang
dihasilkan oleh para akademisi/universitas saat ini,
belum banyak dimanfaatkan oleh dunia industri, karena
tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga
cenderung paper onented.

Lembaga Riset/Litbang.

SDM adalah faktor kunci dan kekuatan riset dan
Lithang. Berdasarkan data tahun 2015, jumiah peneliti
absolut di Korea Selatan mencapai angka 400 ribu
orang atau sama dengan 8 ribu peneliti per satu juta
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penduduknya. Hal ini juga terjadi pada Singapura,
dengan perbandingan penefitinya angka lebih darn 7
ribu per satu juta penduduknya. Sementara kondisi riil
peneliti di Indonesia saat ini, diketahui hanya 90 orang
peneliti per-sejuta penduduk Indonesia (data LIPI,
2017). Padahal untuk menjadi negara maju yang
bertumpu pada industri berbasis risef dan inovasi
minimal membutuhkan 1.000 peneliti per sejuta
penduduk.’”

(Lampiran Grafik 2.5 SDM Peneliti di Asean).

d. Sinergi antar elemen dalam Trip/e Helix dalam mendukung

pembangunan postur pertahanan.

a)

b)

Belajar dari negara-negara maju, dalam membangun
postur pertahanan, konsep yang dikembangkan yaitu
dengan mensinergikan 3 (tiga) organisasi yang
kompeten, yakni; pemerintah, akademisi dan Industri,
konsep tersebut dikenal dengan Triple Helix. Konsep
Triple-Helix  diperkenalkan oleh Etzkowitz dan
Leydersdorff pada Tahun 1995.18

Kelemahan yang terjadi saat ini dimana industri,
universitas, dan pemerintah kurang berinteraksi
dengan baik atau dengan kata lain berhubungan
secara terbatas. Kapasitas Universitas Peran industri
menjadi kekuatan penggerak (driving force), dengan
dua elemen lain pemerintah dan universitas sebagai
pendukung dan memerlukan kerjasama dengan baik,
dimana pemerintah perlu menaungi dua helix yang lain
tanpa terlalu melaksanakan kontrol atau intervensi
mendalam terhadap dua komponen tersebut.

17 Hasan Sitorus, (tanpa tahun). “Kebijakan Riset berbasis Triple Helix” diunduh tanggal 10
Mei 2019
1% Aflit Nuryulia Praswati. 2017, “Perkembangan mode! helix dalam peningkatan inovasi”
diunduh tanggal 21 Mei 2019,
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Kerangka Teoritis.

Teori Triple Helix Etzkowitz dan Leydesdorff (1995).
Konsep dan gagasan utama Triple Helix adalah sinerginya kekuatan
antara pemerintah, akademisi dan industri/bisnis. Di beberapa
negara kapitalis laissez faire seperti AS, pemerintah memainkan
peran yang lebih besar diinovasi dalam ekcnomi sipil (Etzkowitz
1994a), sementara di negara sosialis pemerintah tidak terlalu
mengontrol kebijakan masalah sains dan teknologi;

Tri-lateral networks and
hybrid organizations
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(1) A “statist” model (23 A Classezs-finre” model (3 A “balanced” Triple Helix model

Source Etskowitz and LevdesdorfT { 20040)

Gambar-1 : Triple Helix

Etzkowitz dan Leydesdorff selanjutnya mengembangkan
teorinya menjadi 3 (tiga model). Seperti terlihat pada gambar di atas;
Gambar (1) adalah model rezim Negara (statisf) dimana kontrol
pemerintah sangat dominan. Disamping untuk kepentingan militer
(pertahanan), model ini juga digunakan industri di negara yang tidak
dikembangkan oleh negara lain. Gambar (2) adalah model rezim
pasar bebas (laissez-faire). Universitas sebagai penyedia riset dasar
dan mencetak SDM terlatin dan siap pakai untuk membantu industri.
Gambar (3) adalah model seimbang (balanced), pemerintah, industri
dan universitas konsisten dalam perannya, dan berinteraksi untuk
mencapai inovasi kuat dalam strategi jangka panjang yang strategis.

Dari 3 (1iga}) model Teori Triple Helix menurut Etzkowitz and
Leidesdorff tersebut, penulis menilai Teori Triple Helix dengan
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“model Seimbang (Balanced), sangat cocok digunakan sebagai
instrument dalam rangka membangun postur pertahanan negara.

Lingkungan Strategis.

Pada Lingkup Global, konstelasi politik di kawasan Asia-
Pasifik cenderung semakin memanas. Laut Cina Selatan yang
menjadi titik tumpu geopolitik di kawasan Asia-Pasifik sedang
menjadi  pembicaraan internasional karena menyebabkan
tersulutnya konflik antara sejumlah negara adidaya, AS dan China
yang terus saling menanamkan hegemonina di kawasan. Agresivitas
China dalam bidang ekonomi dan militer dikawasan telah mengusik
AS dengan membentuk “pivof’ dan “rebalancing” to Asia, yang
tujuan utamanya adalah menegakkan norma dan aturan di Asia-
Pasifik dalam menghadapi muculnya China sebagai “new emerging
power’ dan “great economic power’, ditatanan dunia global pada
umumnya dan di kawasan Asia pada khususnya, serta ditujukan
untuk meningkatkan kredibilitas AS di kawasan.'®

Pada Lingkup Regional, inti masalah yang diperdebatkan
adalah seputar klaim wilayah perbatasan (terriforial zone),
khususnya di wilayah Laut Cina Selatan (LCS). Indonesia sebagai
salah satu negara di Asia Tenggara memang tidak terlibat secara
langsung di dalam konflik perebutan wilayah di LCS (non-claimant
states).?° Akan tetapi, Asia Tenggara merupakan wadah strategis
bagi Indonesia di dalam keanggotaan ASEAN. Apabila stabilitas
regional di dalam tubuh ASEAN terancam karena sengketa di
kawasan LCS, maka akan berdampak kepada kredibilitas dan postur
pertahanan dan keamanan Indonesia.?! Indonesia telah memiliki
kedekatan dan hubungan baik dengan negara-negara ASEAN dan
negara-negara di kawasan. Sebagai negara pemimpin di ASEAN
(sejarah), Indonesia memiliki potensi menjadi aktor kunci dalam

19 Mayjen TNI Purmn Endang "Hairudin. (Maret 2019."Langkah Strategis Indonesia dalam
menghadapi dinamika geopolitik di kawasan Asia-Pasifik”. Diunduh tanggal 10 Mei 2018.
20 http://lipi.go.id/risetunggulan/single/asean-dan-isu-laut-Cina-selatan/14

A http://news.unair.ac.id/2016/06/01/peran-indonesia-penyelesaian-sengketa-laut-cina-selatan/
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“penyelesaian masalah konflik di LCS secara damai.??2 Pada kondisi

yang demikian maka Indonesia harus tetap menjaga hubungan yang
harmonis, baik hubungan bilateral maupun dalam kapasitas ASEAN
dan bahkan Asia-Pasifik.

Pada Lingkup Nasional, menghadapi dinamika lingkungan
strategis pada lingkup global dan regional, maka pada lingkup
nasional tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang Astagatra yang
meliputi aspek geografi, demografi, SKA, ideclogi, politik, ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan dengan pendekatan
holistik, komprehensif, dan integral dengan menggunakan kerangka
analisis ketahanan nasional (Kementerian Pertahanan : 2008).
Pada aspek pertahanan keamanan Indonesia harus membangun
kekuatan pertahanan, yang didukung oleh kemandirian industri
pertahanan yang handal. Indonesia tidak boleh selalu bergantung
kepada produk luar negeri, agar terhidar dari tindakan embargo atau
kendali negara lain.

Peluang dan Kendala dari perkembangan lingkungan
strategis. Kerjasama Indonesia dengan Negara-negara di Asia-
Pasifik yang sudah terjalin selama ini, baik hubungan secara
bilateral maupun dalam kapasitas ASEAN akan memberikan
peluang yang positif dalam melakukan berbagai kerjasama,
seperti, a.membangun dan modernisasi alutsista, b.kerjasama
teknologi pertahanan/militer (TOT dan TOK), c.kerjasama di bidang
industri pertahanan, d.kerjasama dan pertukaran mahasiswa
perguruan tinggi, d.membangun saling percaya (confidence building
measure), e.kerjasama ekspor dan impor alutsista produksi industri
pertahanan, f.kerjasama dalam menjaga rantai pasok (supply chain)
alutsista, dan lain-lain. Namun dengan melihat perkembangan
lingkungan strategis akhir-akhir ini di kawasan, bukan tidak mungkin
akan terjadi konflk yang berkepanjangan, dan akan menjadi

kendala dalam menciptakan situasi kondusi dan damai di kawasan,

T

22 Yudha Kurnfawan, "Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan, Bandung,

2011.
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wseperti; a.perlombaan sejata (arm race), yang dapat menimbulkan
ketegangan di wilayah, b.meningkatnya penggunaan militer dalam
memperkuat klaim di kawasan, c.pelibatan Negara-negara di luar
kawasan untuk memperkuat klaim, d.dan yang paling dikhawatirkan
adalah terjadinya konflik terbuka, yang akan berdampak tidak saja
pada aspek pertahanan, namun akan berdampak kepada semua

aspek kehidupan di kawasan.

Studi Kepustakaan.

‘Konsep Triple Helix dalam Pengembangan Kekuatan
TNI”, yang ditulis oleh @ Mayor Czi Bambang Santoso
(Pasihubmedlek Bidpenum Puspen TNI).?* Yang bersangkutan
sebagai salah satu peserta pendidikan “Executive Course in Long-
Term Defense Planning, Scenario and Technology Forecasting’,
yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai 16 Agustus 2017
yang terbagi di dua tempat, Jakarta dan Swedia. Bambang
mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari
komitmen SAAB (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) Swedia untuk
melaksanakan inovasi pengembangan teknologi dan meningkatkan
hubungan bilateral melalui kegiatan penelitian dan pengembangan
antara Swedia dengan Indonesia. Pendidikan ini diselenggarakan
oleh SAAB Swedia bekerjasama dengan Swedish Defence
University, merepresentasikan konsep Triple Helix dalam
pengembangan kekuatan, meliputi pelibatan elemen pemerintah,
industri dan akademisi. Para peserta diberikan pembekalan
bagaimana menganalisa pertahanan negara dengan fechnology
forecasting dan mengusung tema “Tripie Helix Concept” dimana
sistem pertahanan suatu negara melibatkan tiga unsur yaitu, industri
strategis pertahanan, universitas/para akademisi dan pemerintah

yang merupakan satu kesatuan, %

» Rendy Raditya. (18 Agustus, 2017). “Konsep Triple Helix dalam Pengembangan
Kekuatan TNI (Mayor Czi Bambang Santoso)’ http://militer.or.id/3913/konsep-triple-helix-
dalam-pengembangan-kekuatan-tni/, diunduh 25 April 2019,

24 Inid.
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